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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Puskesmas sebagai pelaksana teknis Dinas Kesehatan kabupaten/Kota 

bertanggung jawab sebagai penyelenggara kegiatan kesehatan di suatu 

wilayah kerja. Puskesmas merupakan merupakan unit pelaksana tingkat 

pertama dengan mengutamakan upaya promotif dan prefentif untuk 

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di 

wilayah kerja tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan 

(Permenkes, 2019). Selain itu puskesmas mempunyai fungsi sebagai pusat 

pembangunan kesehatan masyarakat, pusat pemberdayaan masyarakat dan 

pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam rangka pencapaian 

keberhasilan fungsi puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan bidang 

kesehatan  (Alamsyah, 2011). 

Puskesmas berperan sebagai lembaga kesehatan yang menjangkau 

masyarakat di wilayah terkecil dalam hal pengorganisasian masyarakat serta 

peran aktif dalam penyelenggaraan kesehatan secara mandiri. Hal ini dapat 

ditempuh dengan melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya 

sendiri, memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana 

menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif, memberikan bantuan 

teknis, dan memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat, 

serta kerjasama lintas sektor untuk pihak yang berkepentingan (Meinina, 

2014). 
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Puskesmas dilahirkan tahun 1968 ketika dilangsungkannya Rapat 

Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) I di Jakarta, dimana dibicarakan 

upaya pengorganisasian sistem pelayanan kesehatan di tanah air, karena 

pelayanan kesehatan tingkat pertama pada waktu itu dirasa kurang 

menguntungkan dan dari kegiatan-kegiatan seperti Balai Kesejahteraan Ibu 

dan Anak (BKIA), BP, dan P4M (Pencegahan, Pemberantasan, Pembasmian 

Penyakit Menular ) dan sebagainya masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak 

saling berhubungan. Melalui Rakerkesnas tersebut timbul gagasan untuk 

menyatukan semua pelayanan tingkat pertama ke dalam suatu organisasi yang 

dipercaya dan diberi nama Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Jumlah 

puskesmas saat ini di Indonesia adalah sebanyak 9.510 buah (Kemenkes, 

2012). 

 

B. Tujuan Kegiatan 

1. Untuk mengetahui apakah pelayanan di Puskesmas Piyungan sudah sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

2. Untuk mengetahui apa saja peran Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dalam 

pelayanan kefarmasian di Puskesmas Piyungan. 

 

C. Manfaat Kegiatan 

1. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai kegiatan 

kefarmasian khususnya di puskesmas. 
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2. Untuk melatih sikap profesional yang diperlukan mahasiswa dalam 

memasuki lapangan kerja di bidang kefarmasian khususnya di puskesmas. 

3. Melatih dan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon Tenaga Teknis 

Kefarmasian (TTK) yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, inisiatif dan 

memiliki etos kerja yang tinggi serta bertanggung jawab. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Puskesmas 

Puskesmas adalah pusat pengembangan kesehatan yang bersifat 

fungsional menuju masyarakat yang sehat. Puskesmas juga membina peran 

masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh 

dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan 

pokok. Puskesmas berperan sebagai lembaga kesehatan yang menjangkau 

masyarakat di wilayah terkecil dalam hal pengorganisasian masyarakat serta 

peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan secara mandiri. Hal 

ini dapat ditempuh dengan melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong 

dirinya sendiri, memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana 

menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif, memberikan bantuan 

teknis, dan memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat, 

serta kerjasama lintas sektor untuk pihak yang berkepentingan (Reira et al, 

2014). 

 

B. Tugas Dan Fungsi Puskesmas 

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk 

mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka 

mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Puskesmas menyelenggarakan 

tugas dan fungsinya sebagai berikut  
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1. Penyelenggaraan UKM Tingkat Pertama Di Wilayah Kerjanya 

Puskesmas berwenang untuk: 

a) Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan 

masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;  

b) melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;  

c)  melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan 

masyarakat dalam bidang kesehatan;  

d) menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan 

masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang 

bekerjasama dengan sektor lain terkait;  

e) melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan 

upaya kesehatan berbasis masyarakat;  

f) melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

Puskesmas;  

g)  memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan; 

h)  melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, 

mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;  

i) memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, 

termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon 

penanggulangan penyakit. 
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2. Penyelenggaraan UKP Tingkat Pertama Di Wilayah Kerjanya 

Puskesmas berwenang untuk: 

a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, 

berkesinambungan dan bermutu;  

b) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya 

promotif dan preventif;  

c) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada 

individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;  

d) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan 

keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;  

e) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif 

dan kerja sama inter dan antar profesi;  

f) Melaksanakan rekam medis;  

g) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan 

akses pelayanan kesehatan;  

h) Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;  

i) Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;  

j) Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan 

sistem rujukan. 

Selain menyelenggarakan fungsi diatas, Puskesmas dapat berfungsi 

sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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C. Visi Dan Misi Puskesmas 

1. Visi  

Masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki 

kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara 

adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

2. Misi  

a) Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah 

kerjanya. 

b) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di 

wilayah kerjanya. 

c) Memelihara dan meningkatkan mutu pemerataan dan keterjangkauan 

pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya. 

 Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan 

masyarakat beserta lingkungannya. 

 

D. Jangkauan Pelayanan Puskesmas 

Jangkauan pelayanan sering kali dikaitkan dengan kemampuan pengguna 

layanan terhadap jarak dan waktu menuju fasilitas pelayanan (Muta’ali, 2015). 

Jarak dalam arti aksesibilitas dapat berarti pula kemudahan waktu tempuh dan 

biaya yang dikeluarkan. Pengguna layanan cenderung memilih layanan yang 

dekat, dengan waktu tempuh perjalanan yang singkat. Dengan begitu 

efektivitas waktu, biaya, serta ketercapaian menggunakan pelayanan akan 

lebih cepat didapatkan. Jangkauan terpengaruh juga dari ketersediaan 
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transportasi pengguna menuju area pelayanan. Kemudahan menuju sarana 

tersebut dapat membantu menempuh jarak yang jauh dan menunjukan 

aksesibilitas lokasi sarana.  

Sama seperti Peraturan Menteri  RI No 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, 

bahwa salah satu persyaratan lokasi puskesmas adalah mempertimbangkan 

persyaratan aksesibilitas. Akses fasilitas kesehatan non UKBM (Upaya 

Kesehatan Bersumber Masyarakat) yang meliputi rumah sakit, puskesmas, 

pustu, praktek dokter, praktek bidan, beberapa indikator dalam menyatakan 

aksesibilitas pelayanan fasilitas kesehatan diantaranya waktu tempuh dan alat 

transportasi yang digunakan. Jangkauan pelayanan dari sisi waktu tempuh dan 

alat transportasi yang digunakan menuju fasilitas kesehatan (Nainggolan, 

2016). 

Jangkauan pelayanan juga mampu diartikan sebagai seberapa jauh radius 

pelayanan suatu fasilitas terhadap suatu wilayah. Sesuai dengan standar yang 

ada, fasilitas pelayanan kesehatan juga mempertimbangkan penempatan 

sarana dengan jangkauan radius area layanan untuk menjawab keterbutuhan 

dan ketercapaian masyarakat terhadap sarana kesehatan.  

Berdasarkan Permenkes No.75 Tahun 2014 Pasal 9 puskesmas harus di 

dirikan pada setiap kecamatan, dan radius jangkauan pelayanan di Indonesia 

diatur secara standar (SPM) yang tertuang dalam SNI 03-1733-2004 tentang 

tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.  
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E. Struktur Organisasi  

Adapun struktur organisasi puskesmas menurut PERMENKES No 75 

Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Puskesmas  

Merupakan orang yang bertanggung jawab penuh atas segala bentuk 

palayanan yang dilakukan di puskesmas tersebut. Seorang yang berhak 

menjabat sebagai kepala puskesmas harus memiliki kriteria khusus yaitu 

seorang ahli di bidang kesehatan dengan tingkat pendidikan paling 

rendah sarjana, serta harus mempunyai kompetensi manajemen kesehatan 

masyarakat. 

Selain itu orang tersebut juga harus memiliki pengalaman kerja di 

Puskesmas seminimal-minimalnya 2 tahun dan sudah pernah mengikuti 

pelatihan manajemen Puskesmas. 

2. Kepala Sub bagian Tata usaha 

Sub bagian ini membawahi beberapa kegiatan antara lain: 

a) Sistem informasi puskesmas 

b) Kepegawaian  

c) Rumah tangga 

d) Keuangan 

3. Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan 

masyarakat. 

Bagian ini membawahi antara lain: 

a) Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS 
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b) Pelayanan gizi yang bersifat UKM 

c) Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM 

d) Pelayanan kesehatan lingkungan 

e) Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat 

f) Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit 

4. Penanggung Jawab UKM pengembangan 

Bagian ini membawahi segala bentuk upaya pengembangan Puskesmas, 

seperti: 

a) pelayanan kesehatan gigi masyarakat 

b) pelayanan kesehatan jiwa 

c) pelayanan kesehatan tradisional komplementer 

d) pelayanan kesehatan lansia 

e) pelayanan kesehatan indera 

f) pelayanan kesehatan kerja 

g) pelayanan kesehatan olahraga 

h) pelayanan kesehatan lainnya 

5. Penanggung Jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium 

Bagian ini membawahi beberapa kegiatan seperti  : 

a) pelayanan pemeriksaan umum 

b) pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP 

c) pelayanan gizi yang bersifat UKP 

d) pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

e) pelayanan persalinan 
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f) pelayanan gawat darurat 

g) pelayanan laboratorium 

h) pelayanan kefarmasian 

i) pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan 

rawat inap 

6. Penanggung Jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jaringan fasilitas 

pelayanan kesehatan  

Bagian ini membawahi beberapa fasilitas pelayanan seperti : 

a) Puskesmas Keliling 

b) Puskesmas Pembantu 

c) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan 

d) Bidan Desa 

 

F. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kerja Di Puskesmas 

Tugas dan tanggung jawab Sesuai Profesi dari masing-masing unit 

1. Petugas medis  

a) Dokter umum yaitu melaksanakan pelayanan medis di poli umum, 

Puskesmas Keliling (Pusling), Puskesmas Pembantu (Pustu), 

Posyandu. 

b) Dokter gigi memiliki tugas yaitu melaksanakan pelayanan medis di 

poli gigi, puskesmas keliling dan puskesmas pembantu 

c) Dokter Spesialis sebagai dokter spesialis, sebagai dokter konsultan, 

misalnya dokter anak, kandungan, dan penyakit dalam. 
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2. Petugas para Medis 

a) Bidan: pelaksana Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pelaksanaan 

asuhan kebidanan. 

b) Perawat Umum: pendamping tugas dokter umum, pelaksanaan 

asuhan keperawatan umum. 

c) Perawat Gigi: pendamping tugas dokter gigi, pelaksanaan asuhan 

keperawatan gigi. 

d) Perawat Gizi: melakukan pelayanan penimbangan dan pelacakan 

masalah gizi masyarakat. 

e) Sanitarian: pelayan kesehatan lingkungan pemukiman dan institusi 

lainnya. 

f)  Sarjana Farmasi: pelayan kesehatan yang menyediakan obat dan 

perlengkapan kesehatan. 

g)  Apoteker: pelayan kesehatan yang bertanggung jawab penuh 

terhadap Apotek yang berada di puskesmas 

h) Asisten Apoteker: pelayan kesehatan yang menjadi pendamping 

Apoteker. 

i) Sarjana Kesehatan Masyarakat : pelayan administrasi, penyuluhan, 

pencegahan, dan pelacakan masalah kesehatan masyarakat. 

3. Petugas Non Medis 

a) Administrasi: pelayan administrasi, pencatatan, dan pelaporan 

kegiatan Puskesmas. 
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b) Petugas Dapur: menyiapkan menu masakan dan makanan pasien 

Puskesmas perawatan. 

c) Petugas Kebersihan: melakukan kegiatan kebersihan ruangan dan 

lingkungan Puskesmas. 

d)  Petugas Keamanan: menjaga keamanan pelayanan, khususnya 

ruangan rawat inap. 

e) Sopir: mengantar dan membantu seluruh kegiatan pelayanan Pusling 

di luar gedung. 

 

G. Bagian Farmasi Puskesmas 

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan 

pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan 

langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan 

sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk 

meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes No 74 tahun 2016). 

Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas menurut Permenkes nomor 

74 Tahun 2016 meliputi beberapa standar yakni: 

1. Pengelolaan Obat dan Bahan Medis pakai yang meliputi : 

a. Perencanaan 

b. Penerimaan 

c. Penyimpanan 

d. Pendistribusian 
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e. Pengendalian 

f. Pencatatan, pengelolaan dan pengarsipan 

g. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan. 

2. Pelayanan Farmasi Klinis 

a. Pengkajian resep, penyerahan Obat, dan pemberian informasi Obat. 

b. Pelayanan Informasi Obat (PIO). 

c. Konseling. 

d. Ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap). 

e. Pemantauan dan pelaporan efek samping Obat 

f. Pemantauan terapi Obat. 

g. Evaluasi penggunaan Obat. 

 

H. Pengelolaan Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan 

Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu untuk menjamin kelangsungan 

ketersediaan dan keterjangkaun sediaan farmasi dan bahan habis pakai yang 

efisien, efektif dan rasional. Kegiatan pengelolaan obat dan bahan medis 

habis pakai meliputi: 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah suatu proses kegiatan seleksi obat dan perbekalan 

kesehatan untuk menentukan jumlah obat dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan obat. Tujuan dari perencanaan obat adalah untuk mendapatkan 

perkiraan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang 

mendekati kebutuhan (Depkes , 2016). 
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 Proses perencanaan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan 

diawali dari data yang disampaikan Puskesmas (LPLPO) ke IF di 

Kabupaten/Kota yang selanjutnya dikompilasi menjadi rencana 

kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan di Kabupaten/Kota yang 

dilengkapi dengan teknik-teknik perhitungannya. Selanjutnya dalam 

perencanaan kebutuhan buffer stok Pusat maupun Provinsi dengan 

menyesuaikan terhadap kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan 

di Kabupaten/Kota dan tetap mengacu kepada DOEN.  

2. Pengadaan 

Tujuan pengadaan obat adalah memenuhi kebutuhan obat di masing 

masing unit pelayanan kesehatan sesuai dengan pola penyakit yang ada 

di wilayah kerjanya. Sumber penyediaan obat di Puskesmas berasal dari 

dinas kesehatan kabupaten/kota. Obat yang diperkenankan untuk 

disediakan di Puskesmas adalah obat esensial yang jenis dan itemnya 

ditentukan tiap tahun oleh Menteri Kesehatan dengan merujuk kepada 

Daftar Obat Esensial Nasional (Depkes, 2016).  Berdasarkankesepakatan 

global maupun Peraturan MenteriKesehatan RepublikIndonesia 

No.HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang kewajiban menuliskan resep 

dan atau menggunakan obat generik di pelayanan kesehatan milik 

pemerintah, maka hanya obat generik saja yang diperkenankan tersedia 

di Puskesmas. Permintaan untuk mendukung pelayanan obat di masing – 

masing puskesmas diajukan oleh kepala puskesmas kepada kepala dinas 

kesehatan kabupaten/kota melalui Gudang Farmasi Kabupaten dapat 
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menggunakan format LPLPO, sedangkan permintaan dari sub unit ke 

kepala puskesmas dilakukan secara periodik menggunakan LPLPO sub 

unit. Kegiatan pengadaan meliputi:  

a) Pengadaan rutin 

Dilakukan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh dinas kesehatan 

kabupaten/kota untuk masing- masing puskesmas. 

b) Pengadaan khusus 

Dilakukan diluar jadwal distribusi rutin apabila: 

1) Kebutuhan meningkat 

2) Menghindari kekosongan 

3) Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB). 

3. Penyimpanan 

Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan pengamanan dengan 

cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai 

aman, dimana kegiatan penyimpanan disini mencakup tiga faktor yaitu 

pengaturan tata ruang dan penyusanan stok obat, pengamanan stok 

obat, serta pencatatan stok obat. Fungsi dari penyimpanan obat di 

Puskesmas antara lain yaitu pemeliharaan mutu obat, menjamin 

ketersediaan obat, serta memudahkan pencarian dan pengawasan 

(Anggraini, 2013). 

 Penyimpanan sediaan obat dan bahan medis habis pakai dengan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Bentuk dan jenis sediaan; 
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2) Kondisi yang dipersyaratkan dalam penandaan di kemasan sediaan 

obat, seperti suhu penyimpanan, cahaya, dan kelembaban; 

3) Mudah atau tidaknya meledak/terbakar; 

4) Narkotika dan psikotropika disimpan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

5) Tempat penyimpanan Sediaan Farmasi tidak dipergunakan untuk 

penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi 

(Permenkes RI, 2014). 

4. Distribusi 

Distribusi obat adalah kegiatan pengeluaran dan penyerahan obat 

secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub-sub unit 

pelayanan kesehatan. Tujuan distribusi adalah memenuhi kebutuhan 

obat sub unit 12 pelayanan kesehatan yang ada diwilayah puskesmas 

dengan jenis, mutu, jumlah dan tepat waktu (Permenkes RI, 2014). 

5. Administrasi 

Pencatatan, pelaporan, pengarsipan merupakan rangkaian kegiatan 

penatalaksanaan obat secara tertib, yang diterima, disimpan, 

didistribusikan, dan digunakan di puskesmas. Adapun tujuan dari 

pencatatan, pelaporan, pengarsipan yaitu bukti pengelolaan telah 

dilakukan, sumber data untuk pembuatan laporan, sumber data unutk 

melakukan pengaturan dan pengendalian. Kegiatan pencatatan dan 

pelaporan meliputi: 
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a. Pencatatan Penerimaan Obat 

1) Formulir Penerimaan Obat 

Merupakan dokumen pencatatan mengenai datangnya obat 

berdasarkan pemberitahuan dari panitia pembelian 

2) Buku harian penerimaan barang 

Dokumen yang memuat catatan mengenai data obat/dokumen obat 

harian 

b. Pencatatan Penyimpanan 

Kartu persediaan obat/barang 

c. Pencatatan Pengeluaran 

Buku harian pengeluaran barang. Memuat dokumen yang memuat 

catatan pengeluaran baik tentang data obat, maupun dokumen catatan 

obat. 

d. Pelaporan 

Laporan mutasi barang. Memuat laporan berkala mengenai mutasi 

barang dilakukan triwulan, persemester ataupun pertahun. 

6. Keuangan 

Laporan keuangan pada puskesmas dibedakan menjadi 2 yaitu 

pencatatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Non BLUD 

(Raymond, 2018). 

Pelaporan. Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

menyajikan laporan keuangan seperti; laporan posisi keuangan 

(neraca), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), & catatan atas laporan keuangan. 
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Sedangkan Puskesmas non BLUD sebagai Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) menyajikan laporan keuangan laporan posisi keuangan 

(neraca), Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), & catatan atas laporan 

keuangan. 

 

I. Pelayanan Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan 

Pelayanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di puskesmas 

dibedakan menjadi 2 yaitu pelayanan resep umum dan resep BPJS. 

1. Pelayanan Resep Umum 

Pada pelayanan resep umum pertama-tama pasien mendaftarkan diri 

dan memenuhi persyaratan administrasi, lalu pasien diarahkan ke tempat 

pemeriksaan dokter yang sesuai dengan keluhan pada pasien. 

Setelah melakukan pemeriksaan dokter meresepkan obat, dan sebelum 

diarahkan ke Apotek pasien terlebih dahulu diarahkan ke kasir untuk 

penebusan obat. Jika dokter yang bersangkutan memvonis untuk 

dilakukan rawat inap, pasien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat 

lanjut. Dan alur pelayanan pada puskesmas bisa berbeda jika terdapat 

pasien yang memerlukan penanganan UGD maka pasien akan terlebih 

mendapat tindakan medis terlebih dahulu (Harismi, 2020). 

2. Pelayanan Resep BPJS 

Pada dasarnya, alur pelayanan puskesmas bagi pemilik BPJS 

Kesehatan sama dengan pasien umum (non-BPJS). Hanya saja, peserta 
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wajib membawa kartu BPJS Kesehatan yang masih berlaku saat berobat, 

kemudian petugas akan melakukan pengecekan keabsahan kartu peserta 

terlebih dahulu. 

Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta BPJS juga akan 

diminta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan. 

Lembar bukti pelayanan ini sendiri disediakan oleh masing-masing 

fasilitas kesehatan. 

Pada alur pelayanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) akan diberikan rujukan untuk berobat ke faskes tingkat dua atau 

tiga, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap, ketika dokter di 

puskesmas memutuskan demikian. Dengan kata lain, pasien tetap harus 

mengikuti alur pelayanan puskesmas yang disebutkan di atas, setidaknya 

hingga diperiksa oleh dokter. Rujukan akan diberikan oleh puskemas 

bila: 

a. Pasien membutuhkan membutuhkan pelayanan kesehatan di dokter 

spesialis atau subspesialis 

b. Puskesmas tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai 

dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan, 

dan/atau ketenagaan. 

Rujukan juga bisa dibuat oleh puskesmas yang satu ke puskesmas 

yang lain, atau disebut juga dengan rujukan horizontal. Rujukan seperti 

ini dibuat atas dasar kebutuhan pasien karena adanya keterbatasan 

fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau 

https://www.sehatq.com/artikel/infografis-cara-minta-rujukan-dengan-bpjs
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menetap di puskemas awal pasien mendaftar. Peserta yang ingin 

mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan sistem rujukan akan 

dimasukkan dalam kategori pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur 

sehingga tidak dapat dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan (Harismi, 2020). 

 

J. Peran Tenaga Teknis Kefarmasian di Puskesmas 

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung yang 

bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sedian farmasi untuk 

mencapai hasil yang pasti demi meningkatkan mutu kehidupan pasien. 

Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), 

sarana prasarana, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta administrasi 

dalam pelayanan kefarmasian klinik yang meliputi penerimaan resep, 

peracikan obat, penyerahan obat, informasi obat dan pencatatan/penyimpanan 

resep dengan memanfaatkan tenaga, dana, prasarana, sarana dan metode 

tatalaksana yang sesuai dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan 

(Depkes RI,2009). 

 

K. Promosi Kesehatan  

Promosi Kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

proses pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui pembelajaran dari, oleh dan 

bersama masyarakat sesuai dengan lingkungan social budaya setempat, agar 

masyarakat dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan (Fitriani, 
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2011). Promosi Kesehatan merupakan salah satu Upaya Kesehatan Wajib 

Puskesmas selain Upaya Kesehatan Lingkungan, Upya Kesehatan Ibu dan 

Anak serta KB, Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat, Upaya Pencegahan, 

Pemberantasan Penyakit Menular, dan Upaya Pengobatan (KEPMENKES 

No. 128/Menkes/SK/II/2004). 

Kegiatan promosi kesehatan di puskesmas sebagaimana yang 

dicontohkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 

tentang puskesmas terdiri dari 4 (empat) kegiatan utama, yaitu: penyuluhan, 

pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan advokasi. 

1. Penyuluhan  

Contoh kegiatan penyuluhan yang dapat dilakukan dipuskesmas 

untuk meningkatkan promosi kesehatan adalah sebagai berikut: 

a) Promosi kesehatan di sekolah pendidikan dasar 

b) Promosi pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan 

c) Penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan napza 

d) Penyuluhan kesehatan jiwa bagi ibu hamil dan menyusui 

e) Penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan napza pada  populasi 

beresiko (lansia, anak dan remaja) 

f) Penyuluhan pada kelompok atau masyarakat tentang perilaku 

menjaga kebersihan diri 

g) Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada ibu hamil, anak balita, 

anak, remaja,  dewasa, lansia (pendekatan  siklus kehidupan) 

h) Penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat  tentang Imunisasi 
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i) Konseling kesehatan reproduksi pada kelompok anak remaja 

j) Peningkatan pengetahuan komprehensif masyarakat tentang 

pencegahan penularan HIV-AIDS dan IMS 

k) Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang 

penyakit diare, tifoid dan hepatitis 

l) Edukasi dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) 

meliputi ASI dan MP-ASI untuk balita sehat,balita kurang gizi, dan 

balita gizi buruk rawat jalan 

m) Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan dan 

aktifitas fisik bagi anak usia sekolah 

n) Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan bagi 

bumil KEK/Kurus 

o) Konseling Dietetik  

p) Kegiatan Edukasi dan Konseling tentang Swamedikasi dan 

Penggunaan Obat 

2. Pemberdayaan Masyarakat  

Contoh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan di 

puskesmas untuk meningkatkan promosi kesehatan adalah sebagai 

berikut: 

a) Memotivasi tokoh masyarakat dalam pembentukan kader kesehatan 

atau pembentukan kelompok yang peduli terhadap kesehatan; 

b) Membentuk jejaring dalam pembentukan PHBS di masyarakat; 

c) Penggerakan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan Posyandu; 
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d) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Penggunaan 

Obat Rasional melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA). 

3. Pelatihan  

Contoh kegiatan pelatihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

promosi kesehatan adalah sebagai berikut: 

a) Melatih kader kesehatan tentang perawatan diri dan mempraktikkan 

PHBS 

b) Melatih kader kesehatan dalam menyampaikan informasi pada 

kelompok atau masyarakat tentang perawatan diri dan 

mempraktikkan PHBS di daerah binaan; 

c) Melatih Kader tentang Swamedikasi dan Penggunaan Obat melalui 

Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA). 

4. Advokasi 

Contoh kegiatan advokasi yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan promosi kesehatan adalah sebagai berikut: 

a) Mengadvokasi masyarakat dan lintas terkait dalam praktik PHBS 

dan penanggulangan masalah kesehatan tertentu; 

b) Advokasi tokoh masyarakat dalam membentuk kelompok 

swabantu terkait perawatan masalah gizi. 
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Lampiran 1. Kartu Stok 
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Lampiran 2. Etiket Obat 

  

 

Lampiran 3. Beberapa Etiket Tambahan  
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Lampiran 4. Etalasie Obat 

 

 

Lampiran 5. Etalase Sirup 
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Lampiran 6. Gudang Farmasi 

 

 

Lampiran 7. Lemari Obat TB dan ATK 
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Lampiran 8. Lemari Buffer Stock   

 

 

Lampiran 9. Kulkas 
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Lampiran 10. Poli Batuk 

 

  

  

Lampiran 11. Stok Obat Poli Batuk 
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Lampiran 12. Skrining Resep dan Penulisan Etiket Obat 

  

 

Lampiran 13. Pengambilan Obat 
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Lampiran 14. Penyerahan Obat ke Pasien 

 

 

Lampiran 15. Contoh Resep 
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Lampiran 16. Contoh Penulisan Etiket 

 

 

Lampiran 17. Penyerahan Obat Beretiket Khusus  
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Lampiran 18. Ruang Farmasi 

 

 

Lampiran 19. Kegiatan Entry Obat 
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